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ABSTRAK 

Lilis Hidayati Yuli Astutik, NIM, Reklamasi Pantai Jakarta Sebagai Upaya 

Perluasan Wilayah Daratan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan dan Fiqh 

Bi’ah, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Tulungagung, 2018, 

Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M.Ag. 

Kata Kunci: Reklamasi Pantai Jakarta, Hukum Lingkungan, Fiqh Bi’ah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus reklamasi pantai Jakarta 

yang menuai pro dan kontra. Ada golongan yang sangat mendukung kegiatan 

reklamasi pantai Jakarta ini dengan berbagai alasan yang mereka miliki. Namun 

tak sedikit yang menentangnya karena merasa sangat dirugikan oleh kegiatan 

reklamasi pantai Jakarta ini. Penulis sangat tertarik bagaimana jika reklamasi 

pantai Jakarta ini dilihat dari sudut pandang hukum lingkungan dan Fiqh bi’ah. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep reklamasi 

pantai Jakarta sebagai upaya perluasan wilayah daratan? 2) Bagaimana konsep 

reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan ? 3) Bagaimana konsep 

reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah ? Kemudian yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan konsep reklamasi pantai Jakarta 

sebagai upaya perluasan wilayah daratan. 2) Untuk menjelaskan konsep reklamasi 

pantai Jakarta ditinjau dari Hukum Lingkungan. 3) Untuk menjelaskan konsep 

reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti memiliki jenis penelitian 

kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan metode yang 

digunakan dalam menganalis data pada penelitian ini yaitu content analysis, 

comparative analysis dan critical discourse analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Reklamasi yang merupakan 

pengembangan kawasan pesisir pantai pada dasarnya dapat dilihat sebagai bentuk 

kegiatan pembangunan kawasan yang dibutuhkan perhatian khusus terhadap 

proses perubahan dari lingkungan hidup alami menjadi lingkungan buatan. 

Konsep reklamasi pantai Jakarta di dalamnya memuat aspek ekonomi, sosial dan 

ekologi. Berdasarkan data-data dan fakta yang diperoleh ternyata aspek ekonomi 

lebih dominan. Aspek sosial dan ekologi kurang diperhatikan. Masyarakat 

khususnya para nelayan merasa sangat dirugikan karena mereka harus kehilangan 

mata pencahariannya. Selain itu lingkungan khususnya wilayah laut mengalami 

kerusakan diantaranya musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai, 

pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi, serta akibat peninggian muka 

air laut maka daerah lain rawan tenggelam sehingga air asin laut naik ke daratan. 

Ini menyebabkan tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa 

digunakan untuk bercocok tanam. Dapat disimpulkan bahwa konsep reklamasi 

pantai Jakarta tidak semata-mata dilakukan sebagai upaya perluasan wilayah 

daratan melainkan ada kepentingan lain yakni kepentingan bisnis. 2) Konsep 

reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan adalah sebagai berikut: a) 

Menurut pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 

1 mengatakan bahwa “ Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan 
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dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi.” 

Berdasarkan pasal ini konsep reklamasi pantai Jakarta tidak sesuai karena ketiga 

aspek tersebut belum terpenuhi. Aspek teknis mulai dari pengambilan material 

pasir dari beberapa lokasi yang berbeda sangatlah berbahaya karena bisa 

mengakibatkan hilangnya pulau tersebut. Kemudian dilihat dari Aspek lingkungan 

juga sangat memprihatinkan karena kehancuran ekosistem laut akan 

mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam. Aspek sosial dan ekonomi juga 

kurang mendapat perhatian karena belum adanya solusi bagi para nelayan yang 

nantinya akan kehilangan mata pencahariannya. b) Menurut pasal 34 Undang-

undnag Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 ayat 2  mengatakan bahwa 

“Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan 

memperhatikan: keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, 

keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta persyaratan teknis pengambilan, 

pengurukan dan penimbunan material.” Ini menjadi penjelas bahwa ketiga aspek 

yang telah disebutkan dalam ayat 1 harus terpenuhi semuanya. Bila hanya salah 

satu aspek saja yang lebih dominan maka hal ini tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku. c) Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 pengembang 

proyek reklamasi wajib memiliki instrumen pencegahan pencemaran 

dan/kerusakan lingkungan hidup yaitu: kajian lingkungan hidup strategis, tata 

ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 

analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, 

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis 

lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, serta 

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu 

pengetahuan. d) Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 

1 berbunyi, “Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan 

keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.” Kemudian diperjelas oleh 

ayat 2 bahwa “Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat 

dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; 

mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, 

dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; memberikan kompensasi atau ganti 

kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; merelokasi 

pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan 

memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.” e) Menurut 

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 pasal 101 ayat 2 

mengatakan bahwa, “Pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan kepentingan 

lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, 

kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob, dan kenaikan permukaan laut 

serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di kawasan Pantura.”Dari 

pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep reklamasi pantai 

Jakarta ditinjau dari hukum lingkungan tidak sesuai apabila dari aspek teknis, 

lingkungan, sosial dan ekonomi tidak mendapat perhatian yang sama atau berat 
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sebelah. Selain itu untuk melaksanakan reklamasi instrumen-instrumen penting 

seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 14 

harus dimiliki. 3) Konsep reklamasi pantai Jakarta ditinjau dari Fiqh Bi’ah adalah 

ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan pesisir pantai tidak melarang 

proyek reklamasi pantai. Tetapi, ajaran Islam memberikan persyaratan dalam 

pelaksanaannya yakni harus terjamin keselamatan aspek lingkungannya dan 

kebijakan proyek reklamasi harus berdasarkan analisis maslahat dan sebesar-

besarnya didahulukan untuk kepentingan publik bukan korporasi tertentu.  
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ABSTRACK 

 

Lilis Hidayati Yuli Astutik, NIM ,A Jakarta Beach Reclamation As An Effort 

Expansion The Mainland Region Observed From Environmental Law 

And Fiqh Bi’ah, Family Law Course, IAIN Tulungagung, 2018, adviser: 

Dr. Iffatin Nur, M.Ag 

Keyword: A Jakarta beach reclamation, Environmental law, Fiqh Bi ’ah. 

This research was background by the existence of the case “Jakarta Beach 

Reclamation” that become pro and contra. There is an organization which very 

supporting the activity by many reason they have. However, there is not a little 

who oppose it because they feel disadvantaged by Jakarta Beach Reclamation. 

The researcher so attracted with “How if Jakarta Beach Reclamation observed 

from environmental law view and Fiqh Bi’ah. 

The formulation in this research are 1) How does Jakarta  beach 

reclamation’s concept as an effort the expansion mainland region?.2) How does 

Jakarta beach reclamation’s concept observed from environmental law?.3) How is 

Jakarta beach reclamation’s concept observed from Fiqh Bi’ah? .Then the aim of 

this research are : 1) For explaining Jakarta beach reclamation’s concept as an 

effort the expansion mainland region.2) For explaining Jakarta beach 

reclamation’s concept observed from environmental law.3) For explaining Jakarta 

beach reclamation’s concept observed from Fiqh Bi’ah. 

The method of the research used by the researcher, it has kind of library 

research. The manner of collecting the data that used in this research are 

documentation and literature study. While the method used by the researcher for 

analyzing the data in this research are content analysis, comparative analysis and 

critical analysis. 

The result of this research shows that : 1) Reclamation which is the 

development of coastal area can be seen basically as a form of regional 

development activity that requires special attention to the process of 

transformation from the natural environment into an artificial environment. The 

concept of reclamation Jakarta's beaches contain economic, social and ecological 

aspects.  Based on the data and the facts obtained turned out to be more dominant 

economic aspects. Social and ecological aspects less attention.  The people, 

especially the fishermen, feel very disadvantaged because they must lose their 

livelihood.  In addition, the environment, especially marine areas suffered damage 

including the destruction of animals and coastal vegetation, marine pollution due 

to activities in the reclamation area, as well as the consequence of sea level rise 

then other areas are prone to drowning so that saltwater rises to the mainland.  

This causes the plant many are dead, the rice field area cannot be used to grow 

crops.  Could it was concluded that the concept of coastal reclamation of Jakarta 

is not merely done as an effort expansion of the land area but there are other 

interests namely business interests. 2) The concept of Jakarta beach reclamation in 

terms of environmental law is as follows: 
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a.  According to Article 34 of the Law of the Republic of Indonesia Number 27 

Year 2007 paragraph 1 said that "Reclamation of coastal areas and small islands is 

done within to improve the benefits and / or added value of coastal areas and 

small islands in terms of technical, environmental, social and economic aspects." 

Under this article the concept Jakarta's coastal reclamation is inappropriate 

because these three aspects have not been met. Aspect technically starting from 

taking sand material from several different locations is very dangerous because it 

could lead to the loss of the island. Then seen from the environmental aspect is 

also very apprehensive because the destruction of marine ecosystems will be 

affect the balance of natural ecosystems.  The social and economic aspects are 

also lacking received attention because there is no solution for the fishermen who 

will be lost his livelihood. b) According to section 34 Indonesia republic law 

number 27 year 2007 about the management of coastal area and small islands 

verse 1 said that “the implementation of reclamation as told in verse 1 must to 

keep and to pay attention  : the next life and earn life for environment, The parity 

between the importance of environmental function conservation of coastal area 

and small islands also removal technique, fulfilling and piling up materialistic." 

According to Article 34 of Law of the Republic of Indonesia Number 27 Year 

2007 paragraph 2 said that "The implementation of reclamation as referred to in 

paragraph (1) shall be obligated maintain and pay attention to: the sustainability of 

life and livelihood of the people, a balance between the interests of utilization and 

the interests of function preservation coastal environments and small islands as 

well as the technical requirements of collection, backfill and material hoarding.”It 

becomes clear that these three aspects have been mentioned in verse 1 must be 

fulfilled all. If only one aspect is more dominant then this is not in accordance 

with the rules applicable. c) According to Law Number 32 Year 2009 article 14 

developer of reclamation project shall have pollution prevention and / or 

environmental damage instruments, namely: strategic environmental assessment, 

spatial plan, environmental quality standard, standard criteria environmental 

damage, environmental impact analysis, management efforts environment and 

environmental monitoring efforts, licensing, environmental economic instruments 

living, environmental-based, budget-based legislation environment, environmental 

risk analysis, environmental audit, and instruments others in accordance with the 

needs and / or the development of science. d) According to the Regulation of the 

Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17 Year 

2013 that in article 30 paragraphs 1 and 2. In paragraph 1 reads, "Implementation 

of reclamation shall take care and observe the sustainability of life and livelihood 

of the people."It is then made clear by verse 2 that "the sustainability of life and 

livelihood the community can be done by providing access to the community to 

the coast; maintain the livelihood of the population as fishermen, fish farmers, and 

other marine and fishery business;  provide compensation or compensation to the 

surrounding communities affected by the reclamation;  relocate settlements for the 

community located at the reclamation site;  and empower the affected 

communities impact of reclamation.”e) According to Regional Regulation of DKI 

Jakarta No. 1 of 2012 article 101 paragraph 2 said that, "The implementation of 

reclamation must pay attention to environmental interests, interests of the harbor, 
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the interests of the mangrove forest area, the interests of fishermen, the impact 

against robust floods, and rising sea and river levels, interests and other functions 

which is in the Pantura region." From the above explanation it can be concluded 

that the concept of coastal reclamation of Jakarta in terms of environmental law is 

not appropriate if from the technical, environmental, social and the economy is 

not getting the same or partial attention. In addition to implement reclamation of 

important instruments as mentioned in the Act Number 32 Year 2009 article 14 

should be owned. 3) The concept of Jakarta beach reclamation is reviewed from 

Fiqh Bi'ah that the Islamic teachings are concerned to the coastal environment 

does not prohibit coastal reclamation projects. However, the teachings of Islam 

provide the requirements in the implementation that must be guaranteed safety 

aspect the environment and the reclamation project policy should be based on 

analysis of the issue and as much as possible prior to the public interest not for 

particular corporation. 
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 ٍِخض

اعزشداد شبطئ عىشرب لجهذ رىعؽ ولاَخ  ٤٤٤٣٤٧٢١٧١ٌٍُُظ ٘ذاَخ َىلي أعزىرُه 
ثشٔبِظ الأؽىاي الأشخظُخ, ثمغُ اٌششَؿخ  َٕػش ِٓ لٕىْ اٌجُئخ و فمٗ اٌجُئخ, اٌبر

إدة : دوزىس ؾفخ إٌىس الد ٣١٤٢ الجّؿُخ الاعلاُِخ الحىىُِخ رىٌىـ أوىـ,
   الاعلاُِخ ِبعُغزير في اٌزشثُخ اٌذَُٕخ

 لٕىْ اٌجُئخ, فمٗ اٌجُئخ  اعزشداد شبطئ عىشرب,اٌىٍّبد الدفزبؽُخ: 

الدإَذ و عٍجُبد.  ثىىْ ؽبٌخ اعزشداد شبطئ عىشرب اٌتي رظير ؾًٍ الخٍفُخ٘زا اٌجؾش 
وبٔذ اٌطبئفخ اٌتي رذؾُ عُذا ٘زٖ ؾٍُّخ اعزشداد شبطئ عىشرب ثبعجبة مخزٍفخ ؾٕذُ٘. ٌىٓ لا 

ِٓ اٌطبئفخ الأخش َؼذوْ لأنهب يخغشُ٘ ثغجت ٘زٖ ؾٍُّخ اعزشداد شبطئ عىشرب. الدإٌفخ  لٍُلا
   لٕىْ اٌجُئخ و فمٗ اٌجُئخ.رشَذ أْ رفهُ بمهزُ وُف اعزشداد شبطئ عىشرب ٕٔػشٖ ِٓ ِٕػش 

 اعزشداد شبطئ عىشرب لجهذ رىعؽ ولاَخ اٌبر؟( وُف فىش ٤اِب رشوُض ٘زٖ اٌٍجؾش فهى )
اعزشداد ( وُف فىش ٢)لٕىْ اٌجُئخ؟ ,و اعزشداد شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش  ( وُف فىش٣,و )

اعزشداد شبطئ ( ٤َهذف ٘زا اٌجؾش الى ششػ فىش )فمٗ اٌجُئخ؟ و شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش
اعزشداد ( ٢)لٕىْ اٌجُئخ,و ( اعزشداد شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش ٣عىشرب لجهذ رىعؽ ولاَخ اٌبر,و )

 فمٗ اٌجُئخ. شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش
َغزخذَ ٘زا اٌجؾش الدذخً بحىس الدىزجخ. ورمُٕبد جمؽ اٌجُبٔبد في ٘زا اٌجؾش ٘ى 

تحًٍُ المحزىي واٌزؾًٍُ  رىصُك و دساعخ الأدة. ولذتم تحًٍُ اٌجُبٔبد ِٓ خلاي صلاس ِشاؽً ٍ٘
 الدمبسْ وتحًٍُ الخطبة إٌمذٌ

ِٕطك اٌشبطئ  الاعزشداد وبْ رىعؽ (٤اِب إٌزبئظ اٌتى ؽظً ؾًٍ اٌجبؽش فىّب ًٍَ. )
أطٍٗ ِٕػش وّب طىسح اٌؿٍُّخ اٌجٕبئُخ لدٕطك اٌتي تحزبط اؽزّبَ خبص ٌؿٍُّخ اٌزغُير ِٓ ثُئخ  أْ

وفىش اعزشداد شبطئ عىشرب فُٗ اؽزّبي عىأت  .اٌطجبؾُخ الى أْ َىىْ ثُئخ الاططٕبؾُخ
َىعذ و أْ الالزظبدَخ و الاعزّبؾُخ و اٌؿٍُ اٌجُئخ. و ؾًٍ أعبط الدؿطُبد و الحمُمخ وبْ 

 ؽمُمزٗ عبٔت الالزظبدَخ أغٍت ِٓ الأخشي. و عىأت الاعزّبؾُخ و اٌؿٍُ اٌجُئخ ألً ا٘زّبِب.
وفىش اعزشداد شبطئ عىشرب فُٗ اؽزّبي عىأت الالزظبدَخ و الاعزّبؾُخ و اٌؿٍُ اٌجُئخ. و ؾًٍ 
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شي. و أعبط الدؿطُبد و الحمُمخ وبْ َىعذ و أْ ؽمُمزٗ عبٔت الالزظبدَخ أغٍت ِٓ الأخ
و المجزّؽ خظىطب وً اٌغّبن وبٔىا ثشؿشوْ ِٓ  عىأت الاعزّبؾُخ و اٌؿٍُ اٌجُئخ ألً ا٘زّبِب.

الخبعشَٓ عجذا لأنهُ فمذاْ عجً اٌؿُشض و عىي رٌه خظىطب في ؽىي ولاَخ اٌجؾش طبس فغذا 
ٗ ورٌه دِش ِىبْ الحٍ ٌٍؾُبوْ و ٔجبربد اٌشبطئ و اٌزٍىس اٌجؾشٌ ثغجت ؾٍُّخ الاعزشداد فُ

و سفؽ ِغزىي الدُبٖ فبلدىبْ الاخش طبس لٍك اٌغشق فىبْ ُِبٖ اٌجؾش ِشرفب الى اٌبر. و ٘زا عجت 
إٌجبربد اٌفغبد و ِٕطمخ الدضسؾخ وبٔذ لا ِغزفُذا ٌضساؾخ. ؤزُغزٗ أْ فىش اعزشداد شبطئ 

ؿبٍِخ و عىشرب لا ثغزؿًّ وّب لجهذ رىعؽ ولاَخ اٌبر فمط  ثً َىىْ فبئذح الاخشي ثؿنى فبئذح الد
اٌمٕىُٔخ  34لٕىْ اٌجُئخ  ٘ى ًٍَ )أ( ؾٕذ فظً اعزشداد شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش ( فىش ٣)الدزغش. 

لبي أْ  1ؾٓ ئداسح الدٕبطك اٌغبؽٍُخ والجضس اٌظغيرح أَخ  2002عٕخ  22سفجٍُه أذؤغُب سلُ 
لدٕبطك اٌغبؽٍُخ الدٕبطك اٌغبؽٍُخ والجضس اٌظغيرح َؿًّ في اسرفؽ الدٕفؿخ و أو صَبدح ا اعزشداد"

و ؾًٍ ٘زا  والجضس اٌظغيرح ِٓ ِٕػش الجىأت اٌفُٕخ, ؽٍ اٌجُئخ, و الاعزّبؾٍ الالزظبد."
الأعبط أْ فىش اعزشداد شبطئ عىشرب لا رٕبعجب لأْ رٍه صلاصخ الجىأت وبٔذ لا ِشزّلا فُهب. 

ػشسا عذا لأٔٗ  والجىأت اٌفُٕخ ِجذؤ ِٓ أخز اٌشِبي الدبدَخ في ثؿغ الأِىبْ الدخزٍفخ  وبْ
اِىبني ؾًٍ اخزفً الجضَشح. ثم ِٕػش ِٓ الجىأت اٌجُئخ طبس لٍك لأْ فغبد اٌجؾش رأصش رىاصْ 

عىأت الالزظبدَخ و الاعزّبؾُخ أَؼب ؾٕذهمب ا٘زّبَ ألً ٌئلا َىىْ محبًٌُ ؾٕهّب  . و اٌؿٍُ
عٕخ  22أذؤغُب سلُ اٌمٕىُٔخ سفجٍُه  34. )ة(  ؾٕذ فظً ٌظُبدَٓ اٌزَٓ عُخزفً سصلهُلا

اعزشداد وّب لظذ ِٓ رطجُك  لبي أْ " 2ؾٓ ئداسح الدٕبطك اٌغبؽٍُخ والجضس اٌظغيرح أَخ  2002
( واعت ؽفع و ٔػش: اعزذاِخ الحُبح و سصق المجزّؽ ، واٌزىاصْ ثين فبئذح الاعزفبدح و 1أَخ )

خ ئلى الدزطٍجبد اٌزمُٕخ لجّؽ أهمُخ الحفبظ ؾًٍ اٌىغبئف اٌجُئُخ ٌٍغضس اٌغبؽٍُخ واٌظغيرح ثبلإػبف
 1٘زا اٌزفغير ِٓ رٌه أْ رٍه صلاصخ الجىأت اٌتى روشد في أَخ الدىاد وئغشالهب وتخضَٕهب." 

واعت ٌُشزًّ جمُؿب. ارا وبْ اؽذ الجىأت فمط اٌتى اغٍت ِهُّٕب فزٌه لا َٕبعت ثبلحىُ 
 14فظً  2002عٕخ  32و ؾًٍ ٘زا الأعبط اٌمٕىُٔخ سفجٍُه أذؤغُب سلُ  (ط) رطجك وبْ.

أْ الدطىس لدششوؼ الاعزشداد واعت ؾًٍ تدٍُه أدواد ِٕؽ اٌزٍىس, و اٌؼشس اٌجُئٍ ٍ٘ دساعخ  
اٌجُئخ ئعزشارُغٍ, و اٌزظُُّ, و ِؿبَير الجىدح اٌجُئُخ ، وِؿبَير الأػشاس اٌجُئُخ ، وتحًٍُ الأصش 

ُض ، والأدواد الالزظبدَخ اٌجُئُخ ، اٌجُئٍ ، وعهىد الإداسح اٌجُئُخ وعهىد اٌشطذ اٌجُئٍ ، واٌزشخ
اٌجُئخ ، وغير٘ب  واٌزششَؿبد اٌجُئُخ ، والدُضٔخ اٌجُئُخ ، وتحًٍُ الدخبطش اٌجُئُخ ، وِشاعؿخ الحغبثبد
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و ؾًٍ ٘زا الأعبط رٕػُُ وصَش اٌجؾش   (د). ِٓ الأدواد وفمب لاؽزُبعبد و / أو رطىَش اٌؿٍىَ
. و وبْ في 2و  1أَخ  30أْ في فظً  2013عٕخ  12واٌضشوح اٌغّىُخ سفجٍُه أذؤغُب سلُ 

ثم فغش  الاعزّشاسَخ الحُبح و ِؿُشخ المجزّؿُخ. لبي : رطجُك الاعزشداد واعت لحفع و ٔػش 1أَخ
أْ "الاعزّشاسَخ الحُبح و ِؿُشخ المجزّؿُخ يجىص  أْ َفؿً بمٕؼ وطىي ٌٍّغزّؽ ؽتى  2ثبلاَخ 

ضاسؾٍ الأسمبن ، وغير٘ب ِٓ الأؾّبي اٌجؾشَخ اٌشبطئ و ؽفع سصق اٌغىبْ وّب اٌغّه و ِ
واٌغّىُخ ؛ رمذيم رؿىَغ أو رؿىَغ ٌٍّغزّؿبد الدزؼشسح ِٓ الاعزشداد ؛ ٔمً الدغزىطٕبد 

 (ٖ). ٌٍّغزّؿبد الدىعىدح في ِىالؽ الاعزشداد ؛ وتدىين المجزّؿبد الدزؼشسح ؽىي الاعزشداد." 
لبي   2أَخ  101فظً  2012عٕخ  1الدٕطمخ الدمبطؿخ عبوشرب سلُ  و ؾًٍ ٘زا الأعبط رٕػُُ

رطجُك الاعزشداد يجت ؾًٍ ِٓ أْ َٕػش فبئذح اٌجُئخ و الدُٕبء و ِغبؽخ غبثبد الدبٔغشوف و 
اٌغّه و رأصير ؾًٍ اٌفُؼبْ و سفؽ اٌجؾش و الانهبس و فبئذح و وغُفخ اخشي اٌتي وبْ في ِٕطمخ 

ٔزبئغخ أْ فىش الاعزشداد شبطئ عبوشرب ِٕػش ِٓ الحىُ اٌُُئخ لا و ِٓ رؿشع رٌه وبْ  .فٕزىسا
َٕبعت اْ وبْ ِٓ الجىأت اٌفُٕخ واٌجُئُخ والاعزّبؾُخ والالزظبدَخ لا َىىْ اؽزّبَ ِٕهب ِؿب أو 

اٌمٕىُٔخ سفجٍُه أذؤغُب غير ِزىاصْ. و عىي رٌه ٌؿًّ الاعزشداد الأداح الدفُذح وّب روش في 
اعزشداد شبطئ عىشرب ِٓ ِٕػش وفىش  (3) واعت أْ يمٍه. 14ظً ف 2002عٕخ  32سلُ 

فمٗ اٌجُئخ أْ الاعلاَ وبْ سؾبَخ ثٗ ٌجُئخ شبطئ لا ثٕهً ِششوؼ اعزشداد عبؽٍٍ و شبطئ. ثً 
أْ الاعلاَ َؿطً اٌششائط في ؾٍُّزٗ َؿنى يجت أْ َىىْ ِؼّىْ اٌغلاِخ الجىأت اٌجُئخ و 

ًٍُ الدظٍؾبد ووأعت الأوٌىَخ ٌٍّظٍؾخ اٌؿبِخ ؽىّخ ِششوؼ الاعزشداد يجت أْ أعظ تح
 ثذلًا ِٓ ثؿغ اٌششوبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


